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ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak
orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Permasalahan dalam ini
adalah bagaimana pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum
menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana narkotika, bagaimana hambatan kepolisian dalam penegakan hukum
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam
penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan
narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka
dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh
anak.
Kata Kunci: Restoratif Justice, Anak, Narkotika.

ABSTRACT

Drug abuse by children is currently a concern of many people and
continues to be discussed and published. The problem in this is how to regulate
the law for children who are in conflict with the law according to Law Number 11
of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, how to protect children
as perpetrators of narcotics crimes, how are the police obstacles in law
enforcement against children as perpetrators of crime. drug abuse crime. Based
on the results of the study, it is understood that the police constraint in law
enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse is the lack of
awareness of the general public about their role in efforts to prevent and
eradicate narcotics abuse by children.
Keywords: Restoratif Justice, Children, Narcotics.
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PENDAHULUAN

Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-
pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara
memasukkan kedalam tubuh. Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang
penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang
pengobatan. Dengan pesatnya perkembangan industri obat-obatan dewasa ini,
maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas, seperti halnya yang tertera
dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat,
maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun
belakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan
yang bisa menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-
obat narkotika itu

Efek berbahaya yang ditimbulkan oleh narkotika ini sangat dikhawatirkan
menjangkit pada masyarakat luas, terkhusus pada anak. Apabila dipergunakan
tanpa adanya pengawasan pihak yang berwenang dan dapat dikonsumsi dengan
mudah oleh anak. Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan
pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka
jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahkan
fungsinya yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk
ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik itu penggunaan dan
pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan
termasuk perbuatan pidana. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini
sudah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-
terangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam menjalankan operasi
barang berbahaya tersebut.

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak

maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-



Page | 262

YAYASAN

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 260-274

mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat
diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara dimasa
mendatang

Usia 8-18 tahun pada anak adalah usia dimana seseorang berkembang,
tidak hanya fisik tetapi juga mental dari orang tersebut yang akan membentuk
karakternya di masa depan. Perkembangan fisik dan mental, cara berpikir,
perasaan, dan tingkah laku menuju kedewasaan sering kali tidak dapat di kontrol
secara penuh oleh dirinya sendiri.

Keadaan ekonomi yang memburuk dan dipengaruhi oleh rendahnya
tingkat pendidikan, anak dalam kehidupannya tidak lagi hanya berkewajiban
untuk bermain dan belajar, tetapi banyak anak yang sudah melakukan pekerjaan
berat, mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Masa pertumbuhan
serta perkembangan anak seharusnya menjadi tanggung jawab dan masih dibawah
pengawasan orang tua.

Anak tidak dapat mengendalikan emosi secara baik, dan bertindak tanpa
berpikir terlebih dahulu, sehingga untuk menyelesaikan masalah selalu mencari
cara singkat atau jalan pintas. Kurang matangnya kondisi kejiwaan anak serta cara
berfikir dan bersikap yang sering tergesa-gesa dalam mengambil keputusan
menjadi malapetaka tersendiri bagi dirinya sehingga terjerumus kedalam jeratan
narkotika.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan
formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana
tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang
anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan
pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil
menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang
proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering membuat anak semakin

profesional dalam melakukan tindak kejahatan.



Page |263

YAYASAN

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 260-274

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak
pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara
pengalihkan (diversi).

Restorative justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan
pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak
pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana
tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.
METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana
cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu
penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan
didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan
merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu
penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan
penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian
kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah
penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar
pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Penelitian ini  Dbersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Ditinjau dari sudut metode
yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum
sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum
positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis
langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang

sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi



Page | 264

YAYASAN

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 260-274

antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas
berlakunya hukum dalam masyarakat.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian
yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan
diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data
primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk
dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status
hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi
seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana,
lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi,
karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum
dipandang sebagai subjek hukum®.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan.
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam
penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana
perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini
belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri.

Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif
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yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial,
tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan
perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana
guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan
makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban
pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan
masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan
terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak
anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah
sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman
dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial
kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang
sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan,
permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai
pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya
mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam
mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati
Soetodjo penggunaan istilah “ Juvenile Delinquency * adalah setiap perbuatan
atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang
merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.
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Istilah yang lazim, perkataan “Juvenile“ sering dipergunakan sebagai
istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam
pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak
hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada
proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk
membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender)
dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian
pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya
didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun
sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua
orang dapat menerimanya, karena pengertian “juvenile terlalu umum dan
mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetojdo mengatakan bahwa tindak
pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh
masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-
unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum,
minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau
masyarakat sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam
berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan
dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhi tingkah laku dan prilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya
berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau
tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam

pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua,
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wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat
dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang di
lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 disebabkan oleh berbagai faktor.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu
dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah
dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan,
dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya.
Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat
sekelilingnya.

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak,
mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada
persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang
dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya.
Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan
harmunisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang
berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat
penting bagi sense of belonging seorang anak, kode moral yang diterapkan
dirumah sebainya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah
maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak
mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi
Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa
negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena
itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
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ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi
anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh
seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa
perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan
sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat,
hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan
dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang
dilakukan oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang
melakukan perbuatan pidana.

Umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh
karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari
keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak
normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut
dengan istilah broken home. Perpecahan (broken home) sering mengakibatkan
anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau
bahkan kedua-duanya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering
dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam
hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan
pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak

kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk
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menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa
diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak
untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga
kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan
hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi
kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah
demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua
secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk
dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang
tidak benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan
keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota
keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi vyaitu
lingkunagn masyarakat disekitarnya.

Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan
terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari
lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap ahal-hal baru yang
dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya
menjadi buruk.

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang
pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul
dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan
terutama pengaruh dari teman-temannya sangat besar bagi anak dapat melakukan
apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak
untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang
digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam
masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam

anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak seorang anak pun dapat
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dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.
Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan
undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka
waktu terpendek dan tepat.

Berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak yang
berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak
nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua
penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang
berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan
kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam
proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman
lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau
menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap
tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke
pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan
dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi
mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal
yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan
kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama usia
pertanggunjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat
dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan.
Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari
usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia
pertanggungjawaban pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi
masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk
mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan

anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum.
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Kedua proses hukum dan sistim administrasi peradilan anak. Mulai dari
tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat
dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya
orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua
tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan
pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog,
maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami
anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan
hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik
dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya
pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak
asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus
dilakukan dengan tatacara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam
bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak
dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus
diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan
ternadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh
mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis
lainnya bagi anak.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan.
Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku
anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim
haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut
merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika

dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkotika maka lebih
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mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana
penjara dan pengembalian ke orang tua atau keluarga.

Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran
masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak, Sikap moral dan perilaku
beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari
keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus penyalahgunaan
narkotika oleh anak.
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